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Abstract: In the practical Public Administration as an art is more develop than as a science of
dichotomy of anminstration and poliitics inthe Old Public Administration paradigm asoin New
Public Management paradigm, with the transformation of orientation to efficiency and effective-
ness of economy as the spirit of the entrepreneurship through the idea of Reinventing Govern-
ment. Theturning point of Public Administration as Public Administration Sicence got its powerful
character through Public New Service hat seen the locus and the focus on the public servicesto
the public as the owner of the state sovereignty. This symton picturisqued and expressed the
democratic principal inthe public policy process. To gain amodel for premium service, the need of
knowing the real-time condition of empowering and intervention of technology or new method will
appear integrated and synergic management between effectiveness and efficiency.

Keywords : dichotomy administration and politics, Old Public Administration, New Public

Management, New Public Service, integrated management.

Praktek Administras sebagal suatu seni sudah di-
kend sgak adanyamanusa. Perkembangan kebutu-
han manusia menyebabkan sistem administrasi
menyesuai kan dengan keadaan. Karenaitu Ilmu
Administras slau berkembang, baik dalam ruang
lingkup (lokus) maupun pusat perhatiannya
(fokus).

Penergpan lImuAdministras yang berkaitan
langsung dengan praktek kerjadi lapangan menun-
jukkan bahwapraktek ImuAdministras (adminis-
tras sebagai seni) lebih cepat berkembang dari pada
ilmuadministras sebagai displin. MunculnyaPublic
adminigtration, Privateadministration, dan Business
administration adal ah berasal dari praktek adminis-
tras di duniakerja.

Biladicermati dari sudut pandang sgjarah,
sebel um dikumandangkan oleh Wodroow Wilson
(1964) secaraeksplisit sebenarnyaciri-ciri [Imu
Administras Negarasudah adasgjak kelahiran llmu
Administras, namun belum dikelompokkan secara
khusus karenakecenderungan paradigmasaat itu
berorientasi pada substansi umum sesuai dengan
perkembangan polapikir dan kebutuhan masyarakat
padasaat itu. Di kawasan Eropadaratan (adminis-

tras kontinental) dipelopori oleh Belandaadminis-

trad negaramemiliki ciri-ciri feodaisme, sentraistik,

dan monarkhi feodalistik. Di Negaralnggrisdan
kawasan Skandinaviaciri-cirinyaadal ah konvensi
dan sistem commonwealth. Di Amerika Serikat

(Anglo Saxon) ciri-cirinyaadalah sistem federal,

kekuasaan pusat terbatas, pemisahan eksekutif

denganlegidatif danyudikatif,
Biladilihat dari sudut paradigmanyadapat
dipisahkan menjadi tigaperiodeyaitu::

a. Sebelumtahun 1970-an dikenal dengan Para-
digmaOld Public Administration (OPA) yang
bercirikan:

e Pelayanan publik berlandaskan padamoral
yangbaik.

e Hubungan paternalistik yang baik antara
pihak yang memerintah dengan anak
buahnya.

e Aparat yang memerintah memberi tauladan
kepada pihak yang rakyat.

e Menekankan kepada loyalitas bawahan
yang mampu membantu penguasa

e Pembatasan campur tangan pemerintah
dalam urusan-urusanlokal dan pribadi.
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e Mengutamakan prosedur birokras formal
daam mang emen dan pelayanan publik.

o Dikotomi antarapolitik dan administras.
Pentingnyaefisens ddamorganisas publik.

Daameraini Henry Fayol, 1950, menya

takan prindp administras publik konvensiond (ada
jugayang mengatakan masaklasik) adaah:

HBOO~NO WD E

Division of work.

Authorlty and responsibility.

Discipline.

Unity of command.

Unity of direction.

Subordination of individual to general interest).
Renumeration.

Centralization.

Scalar chain.

. Order.

. Equity.

. Stability of tenure.
. Initiative.

. Esprit de corps.

Tahun 1970 sampai dengan 2003 dikenal
dengan ParadigmaNew Public Management
(NPM) yang bercirikan:
Menggunakan sektor ‘ private’ dan pende-
katan bisnisdalam sektor publik (run gov-
ernment like a business).

e Penergpanprindp “good governance’ (tata
pemerintahan yang baik).

o Kegiaan-kegiaanyangtidak bisadilakukan
secaraefisien dan efektif oleh pemerintah
ditangani oleh sektor swasta.

o Ddamssemmanagemendilakukansstem
pelayanansipil, yaitu mang er diperkenan-
kan menegosiaskan kontrak merekadengan
parapekerja.

e Fokus sistem anggaran pada kinerja dan
hesil.

e Mangemen berorientas padahasil (man-
aging for result)

e Menggagaskonsep “citizens charter”.
Mengenalkan konsep Reinventing Gov-
ernment.

e Menciptakan sebuah pemerintah yang
“works better & costs less”

Padamasaini banyak pemerintahan yang

dijalankan memadukan konsep kewajiban social
dengan pelayanan private.

c. Tahun 2003 sampai sekarang dikenal dengan

Paradigma New Public Service (NPS) ber-

crikan:

e Mempunya pringp*“Governmet shouldn’t
be run like a business, it should be run
like a democracy”.

e Adminisgtrator Publik Iebih banyak mende-
ngar daripadaberkata(“Morelistening than
telling”) danlebih banyak melayani daripada
mengarahkan (“More serving than steer-
ing”).

o Kerjasamamdaui jaringan kerja(network-
ing).

e Akuntabilitasdan transparans mengiringi
respong bilitas pemerintah daam pelayanan
publik.

o Keterlibatan masyarakat sebagal warga
negarasecaraaktif dalam perumusan, pel k-
sanaan, dan pengawasan kebijakan publik.

e Pola pikir bahwa pelayanan kepada
masyarakat adalah hal yang wajib bagi
Pemerintah.

Denhardt, (2003) mengatakan bahwaide

pokok NPSadalah :

a. Serve Citizens, Not Customers (melayani
wargamasyarakat, bukan pelanggan)

b. Seek the Public Interest (mengutamakan
kepentingan publik)

c. Value Citizenship over Enterpreneurship
(lebih menghargai warganegaradaripada
kewirausahaan)

d. Think Strategically, Act Democratically
(berpikir strategis dan bertindak
demokras.).

e. Recognize that Accountability Is Not
Simple (menyadari bahwa akuntabilitas
bukanl ah suatu yang mudah).

f. Serve Rather than Steer (melayani
daripadamengendalikan)

g. Value People, Not Just Productivity
(menghargai orang, bukan produktivitas
semata).
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Jkadilihat secaracermat, ciri-ciri NPSlebih
mengkonkritkan upaya menuju cita-cita Negara
kesg ahteraan (welfare state). Kontrasdengan ha
tersebut add ah upayapemisahan antaraAdministras
Publik dengandigplinilmulainjustrumencapai titik
balik yaitu meluwesnyalokus dan semakin mem-
biasnyafokusadministras publik. Namun dari sudut
sgarahmunculnyadisplinilmudantujuanilmu, meka
hal ini adalah suatu hal yang wajar; yaitu pada
hakekatnyailmu itu adal ah satu, karenakemampuan
manus aterbatas makapengkgiannyadike ompok-
kan.

Berdasarkan logikapikir tersebut muncul
pertanyaan besar bahwa:

1. BagaimanalokusdanfokuslimuAdmnistras
Publik ?

2. Bagamanapraktek IImuAdministras Publik di
Indonesia?

3. Upaya apa yang harus dikuatkan IImuwan
Adminigras Publik agar kgianilmuini memberi-
kan manfaat yang lebih besar bagi kemashlahatan
manusa?

Lokus dan Fokus llmu Administrasi Publik

Berdasarkan sgjarah dan ciri-ciri perkem-
bangan [Imu Adminitrasi Publik yang telah ber-
langsung selamaini (OPA, NPM, dan NPS) dapat
dilihat padaTabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan PerspectiveOPA, NPM, NPS

FERSFECTIVE |[OF4 EPM HES
[Privnary [Folihcal thecty [Ecomonne theoty Democmbe thecry
thecretical

[Towhom are Clhierds & s e Iitmers

ablic seprants  feorsherts

pres porsIve

ok of Floaring E teating Eerring
[Fovernment

Sumber : (Denhardt, The Public Service, 2003:28)

Tabel 1 mengisyaratkan bahwa lokus
Administras Publik mutakhir kembali ke hakekat
negarakesejahteraan (welfare state). Dikhotomi
administras dan politik yang padaparadigma OPA
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sangat jelas, padaparadigmaNPM mula membias

dengan masuknyaorientas ekonomi yang berorien-

tas padakeuntungan dengan menonjolnyapertim-

bangan efektifitas dan efisiens dengan semangat

kewirausahaan. Puncak paradigmaNPM adalah

munculnya ide Reinventing Government yang

diangkat oleh Osborne dan Gaebler. Gagasannya

ini memberikan gambaran yang jelasdominannya

pertimbangan “ ekonomi” dalam paradigmaNPM.

Ciri-cirinya dapat diuraikan sebagai berikut

(Osbornedan Gaebler, 1992 : 1-342) :

1. Catalitic government; Steering rather than
rowing

2. Community-owned Government ; Empow-
ering rather than serving.

3. Competitive government ; Injecting compe-
tition into service delivery.

4. Mission-driven government ; Transforming
rule-driven organization.

5. Results-oriented government ; Funding out-
comes, not input.

6. Customer-driven government ; Meeting the
needs of the customer, not the bureaucracy.

7. Enterprising government ; Earning rather
than spending.

8. Anticipatory government ; Prevention rather
than cure.

9. Decentralized government ; From hierarchy

to participation.

Market-oriented government ; Leveraging
change through the market.

10.

PadaparadigmaNPS, titik balik Adminis-
tras Publik mendapatkan kembdi kekuatanciri [Imu
Adminigtras Publik. Masyarakat yang dilayani lebih
dianggap sebaga pemilik (kedaulatan) negara
daripadapelanggan sebagamanaparadigmaNPM.
Kekutsertaan masyarakat sebagal warganegara
ddam proseskebijakan publik menjadi suatu kewa
jiban, tidak hanya sebagai objek kebijakan tetapi
jugasubjek kebijakan secaraproporsional. Di In-
donesapengertiankonsep “Negara’ ddamkonteks
konsep “lImuAdministrasi Negard’ padasaat ini
menjadi biasdengan pengertian“publik”. Ggaaini
merupakan ekspres dari prinsip demokrasi dalam
proses kebijakan pemerintahan. Secarailustratif
dapat dilihat padagambar 1 sebagai berikut:
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PERUBAHAN PARADIG MA ADMINISTRASI PUBLIK
DARI NPM KE NPS

NEW PUBLIC NEW PUBLIC SERVICE
MANAG EMENT
I 4
"run government ike a "run government like a
husiness # democracy”
Reinventing Governrent
: i)
L

"W ore listening than
telling and Mare serving
than steering”

wiorks hetter & costs
lesg"

Gambar 1. Perubahan paradigmaadministrasi
publik dari NPM ke NPS

Fenomenatersebut mengisyaratkan bahwa
“Pelayanan Publik” merupakan muara fokus
Administras Publik, danlokusadministras Publik
terletak padakebijakan negara. Dalam paradigma
lokus-fokusini unsur lingkungan administras publik
menjadi faktor yang sangat penting, karena
berhubungan dengan output dan out come yang
berpasangan dengan akuntabilitas dan legitimitas
rakyat. Karenaitu daam praktiknyabanyak ilmuwan
mengembalikan namadisiplinilmuini keistilah
asa nyaagar mudah memahami dan universal yaitu
“Adminigtras Publik”.

Praktek Administrasi Publik di Indonesia

Di akhir eraNPM, diiringi eraNPS, krisis
ekonomi melandadunia. Krisisekonomi tersebut
menyebabkan beberagpapemerintahan jatuh sehingga
menyebabkan bertambah terpuruknya ekonomi
Negara. Keadaan ini menyadarkan masyarakat
untuk berpartisipas |ebih banyak dalam penyeleng-
garaan pemerintahan.

K g auhan beberapapemerintahan disebab-
kan adanyaakumulasi modal di otoritas moneter
pemerintah yang mengakibatkan masyarakat tidak
berdaya. Banyak terjadi salah urusdalam pengelo-
laan keuangan Negarayang memperkayaparape-
nguasadan paraelitnya. Kegatuhan ekonomi Negara
disertai terbongkarnya persekongkolan pejabat
Negarada am memperkayadiri meldui otoritasyang
diberikan kepadajabatan mereka.

Di negara-negaramaju konsep reinventing
government mengalami review. Peran negaradalam
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konsep tersebut merubah pandangan pejabat negara
terhadap negarasebagal pemegang kedaul atan rak-
yat. Negaradipandang sebagal sebuah perusahaan
dan masyarakat sebagal pelanggan. Konsepini me-
ngurangi maknamasyarakat sebagal warganegara
yang memiliki negarakedaulatan. Orientas ided ne-
garayatulegitimitas, akuntabilitas, perlindungan hak
azad manuda, otonomi dan devolus kekuasaan, ser-
ta jaminan pengawasan dari masyarakat sipil.

Sis akuntabilitasmenjadi tidak sgjasebagal
pertanggungjawaban pemerintahanyang balk, tetapi
jugatujuan dari pengel olaan birokras yang efektif
dan efisen. Dengan bergeraknyadinamikainteraks
antar masyarakat duniayang didorong olehfasllitas
komunikas yang menembus batasnegaramembuat
peran administras publik menjadi ganda. Adaefek
langsung dan tidak langsung yang harusdipertim-
bangkan dalam kebijakan administrasi publik.
Adminigras Publik tidak lagi sebagal inferior politik
tetapi sudah berubah status hubungannyamenjadi
" neben”.

Adminigtras Publik tidak lagi menjadi pelak-
sana keputusan politik semata tetapi juga mem-
bentuk soliditas mangjemen negara. Bilakesolidan
ini mencapal titik efektif dan efisenmakatidak mung-
kin palitik harusmempertimbangkan secaraobjektif
pengaruh eksistensi administrasi publik terhadap
keputusan yang akan diambil. Lingkungan keadaan
ini dapat kitalihat padagambar 2 sebagai berikuit:

Gambar 2: Pengaruh eksistensi administrasi publik
dalam keputusan negara

Dalam praktek di pemerintahan Indonesia,
administrasi publik banyak menghadapi masalah
yang saling berkaitan dengan masa lalu. Faktor
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sgjarahtidak dapat dil epaskan secara sepihak dari
persodan yangterjadi sekarang. Keadaan masalau
mempengaruhi perilaku birokras dalam bertindak
karenapadahakekatnyasemuakegiatan adminis-
trasi negara harus berlandaskan kepada hukum.
Praktek kebijakan negaradi Indonesiamendasar-
kan kegiatannya padahukumtertulis (writen law).
Hd ini tidek terlepasdari diran hukumyang tergpkan
di Indonesiayaitu diran hukum EropaK ontinental.
Karenaitu perlu pemahaman yang utuh tentang
fundamen keberadaan penergpan atemadministras
Indonesiapadapraktik birokrasinya.

Sgembirokras kitamerupakan peninggdan
sgarah kolonid yang disemangati oleh kepentingan
kolonial. Ddamfahamkolonid, vis adminisiras ne-
garaadal ah mempertahankan kekuasaan dan me-
ngontrol perilakuindividu. Struktur birokras, norma,
nilal, danregulas yang adalebih berorientas pada
pemenuhan kepentingan penguasadaripadapeme-
nuhan hak sipil warga negara. Akibatnya adalah
struktur dan prosesyang dibangun lebih cenderung
merupakan instrumen untuk mengatur dan menge-
wasl perilaku masyarakat sebagai pelayan, bukan
untuk mengatur pemerintahan dalam melakukan
pelayanan kepadamasyarakat.

Perkembangan paradigma Administrasi
NegarakeAdministras Publik telah mendorong pe-
nyesuaian keadaan di Indonesia terutama sejak
reformasi dilancarkan. Dalam penataan struktur
birokras pemerintahan keadaan tersebut sebenarnya
menjadi persoa an yang sangat penting. Kesibukan
Indonesiadengan penataan reformasi politik me-
nyebabkan perhatian terhadap praktik administras
negaraagak tersendat. Akibatnyareformas dalam
sektor administras negaramenjadi terlambat.

KeuarnyaPeraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2003 tentang struktur pemerintahan daerah
sebagal pelaksanaan dari UU Nomor 22 Tahun
1999tidak dapat diterapkan dengan tepat. Selayak-
nyaPPtersebut |ahir paing tidak di tahun 2000 agar
perubahan sebagai manayang diharapkan oleh UU
No 22 tahun 1999 tersebut segera dilaksanakan.
Saat itu orientas Administras Negaraberlandaskan
kepada prinsip reinventing government. Karena
kes bukan pemerintah pembuatan Peraturan Peme-
rintah tersebut terlambeat. K eterlambataniuni menjadi
persoalan yang pelik karena situasi dunia sudah
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berubah yang berpengaruh padaperubahan praktik
administras negara

Tahun 2003 secaragloba duniasudah me-
rapkan pringp baru dalam administras negarayang
disebut dengan New Public Service. Paradigmaini
menekankan kepada perlunyamerevitaisas kedu-
dukan masyarakat sebaga warganegarayang mem-
punyai hak untuk dilayani. Setelah reformas, UUD
1945 dengan jelas menyatakan hal tersebut. Jika
UUD 1945 yang adi mengatakan bahwa* K edau-
latan di tanganrakyat dan dilaksanakan olehMgdis
Permusyawaratan Rakyat, makadal am perubahan-
nyadisebut bahwa K edaulatan di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.

Sebagal negarakesatuan yang mempunyai
33proving, bagi Indonesiahal tersebut sangat pen-
ting, karenamerubah gayamang emen kebijakan ne-
garasecaracukup sgnifikan. Otonomi Daerah dija
dikankebijakan anddanddam gayasstemadminis-
tras negara. Pelayanan publik diupayakan menem-
puh prosedur yang lebih pendek, Iebih cepat, dan
lebihtanggap. Ddam stuad trandsinyahd ini menga:
kibatkan adastuas tarik-menarik saat akan diterap-
kannya PP Nomor 8 Tahun 2003. Dilema yang
dihadapi PP tersebut adal ah perubahan lingkungan
yang tidak kondusif yang dapat mengakibatkan ga-
ganyaimplementas PPtersebut. Jikadilihat ke-
mungkinan kegaga an suatu kebijakan dapat diklas -
fikaskan sebagai berikut:

1. Tidak terimplementasikan, karena:
Pihak yg terlibat tak mau kerjasama.
Pihak yg kerjasamatak efisien.
Pelaksanakerjasetengah hati.
Pelaksanatak menguasal masdah.
e. Permasdahandi luar lingkup kerja.
2. Implementas Kebijakanygtidak berhasll, karena
a. Kondis eksternd ygtak menguntungkan.
b. KPtidak berhasl menunjukkan impak yg
dingini.
C. Perencanaannyajelek.
d. Kebijakanygjelek.
e. Kebijakantersebut bernasibjelek.

Situas yang sangat cepat berubah yang tak
diiringi kecepatan adaptas dari paragparat Pemerin-
tah Indonesiadalam membuat aturan yang proaktif
mengakibatkan PP Nomor Tahun 2003 tersebut
membuat catatan sgjarah dalam pemerintahan In-

o0 o
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donesia, yaitu salah satu PP yang tidak sempat
diteragpkan meski sudah ditetapkan. Begitu cepatnya
perobahan politik di Indonesiapascareformas men-
dorong Pemerintah Indonesiamerubah UU Nomor
22 Tahun 1999 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004,
sehinggaPPNomor 8 Tahun 2003 baru sempat sam-
pai tahap sosialisas sgja, belum sempat diterapkan
karenalandasan hukumnyasudah berobah.

Hal mendasar yang menyebabkan peruba-
han PP tersebut adal ah bahwa semangat yang ter-
kandung dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 meng-
hadirkan polapikir aparatur negarayang baruyaitu
sebagai pelayan masyarakat warganegaradalam
paradigmademokras . Polapikir sebagal penguasa
yang menghadirkan kel ambatan dalam bertindak
dalam penyel esalan masal ah masyarakat berubah
menjadi polapikir efektiftifitasdan efisens dapat
dilihat padagambar 3 sebagal berikut:

TPAYT 4 FEMERINTAH THTUE
MELAKTE AN PEFUEAHAN S TRUTETUE,
MORM A, Db MILAT DT b i
SISTEM BEIFOERAST FEMERIMNTAHAN DAERAT

Peratiran Perrerirtah
[(Maottor 2 talun 005 yans
dilarmathan denzan noevor 41 talan 2007)

O

Pala pilarbirckrat sebazal pengnasabukan
sebagzal pelayam mempalcan salah sah faldor
vang renpihithanupaya memingkatlan
Jpalitas pelavaran pablik.

Gambar 3: Upaya Pemerintah RI merubah
sistem birokrasi pemerintahan.

Perubahan tersebut diharapkan dapat mem-
perkuat sistem manajemen Negara K esatuan Re-
publik Indonesiayang secaraobjektif memperkuat
akuntabilitasbirokras pemerintahan, yang akhirnya

dapat mempercepat peningkatan pertumbuhan eko-
nomi dapat dilihat padagambar 4 sebagal beriku:

I GISTEMMAHAJEMEH |

o .

PE LAY AHAH PRIMA | | EFEKTIF D&H EFISIEHl

\/

PROPORSIOHAL

I PERTUMBUHAH SEKTOR EKOHOR I

Gambar 4: Akuntabilitas birokrasi dalam menunjang
pertumbuhan ekonomi
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Untuk mendukung administras negarayang
proaktif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi teru-
tamadalam bidang pelayanan publik yang merupa-
kan domain administrasi negaraMenteri Pendaya-
gunaan A paratur Negaramengel uarkan Surat K epu-
tusan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 yang menya-
takan bahwaasas pel ayanan publik meliputi transpa-
rand, akuntabilitas, kondisiond, partisipatif, kesa-
maan hak, kesambangan hak dan kewsjiban. Untuk
itu pelayanan publik dibagi menjadi tigakelompok
yatu:

a.  Kdompok pdayananadminigratif, yaitupelaya
nan yang menghasilkan dokumen resmi seperti
satuskewarganegaraan, sertifikas kompetens,
kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu
barang dan sebagainya, KTP, Akte Pernikahar/
Kelahiran/Kematian, Buku Pemiliki Kendaran
Bermotor (BPKB), Surat |jin Mengemudi
(SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK), ljin Mendirikan Bangunan (IMB),
paspor, sertifikat Kepemilikan/Penguasaan
Tanah, dan sebagainya.

b. Keompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan
yang menghasi|kan berbagal bentuk/jenisbarang
yang digunakan oleh publik, misalnyajaringa
telepon, penyediaantenagalidtrik, air bershdan
sebaganya

c. Kdompok Pdayanan Jasa, yaitu pelayananyang
menghasilkan berbagal bentuk jasayang dibutuh-
kan oleh publik, misalnyapenyediaan pendidi-
kan, pemeliharaan kesehatan, penyeenggaraan
trangportad, pos, dan sebagainya.

Ddam menyel enggarakan peayananterse-
but prind p pelayanan publik yang diletakkan add ah
kesederhanaan, kejelasan (persyaratan teknisdan
adminigratif, unit kerjadan pg abat yang berwenang,
rincian biayadan tatapembayarannya), kepastian
waktu, akuras, keamanan, tanggung jawab, keleng-
kapan sarana dan prasarana, kemudahan akses,
kedisiplinan, serta kenyamanan. Prinsip-prinsip
tersebut merupakan € emen yang saling berkait dan
terpadu, sehingga pel aksanaan satu prinsip harus
memperhatikan prindpyanglain secaraproporsond
dan sembang.

Untuk mendapatkan hasil maksmd, standar
pel ayanan publik pemerintah yang sudah ditetapkan
sekurang-kurangnyameliputi prosedur pelayanan,
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waktu penyelesaian, biayapel ayanan, produk pela-

yanan, saranadan prasarana, kompetens petugas.

Adapun polapenyd enggaraannyamdiputi polafung-

siondl, terpusat, dan terpadu (satu atap, satu pintu),

dan gugustuges.

Pertanggungjawaban produk pelayanan
publik tersebut tel ah ditetapkan dalam K eputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah
Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk
TeknisTransparans danAkuntabilitasddam Penye-
lenggaraan Pelayanan Publik yaitu bahwa:

a. Persyaratanteknisdan adminigtratif harusjelas
dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi
kulaitas dan keabsahan produk pelayanan;

b. Prosedur dan mekanismekerjaharussederhana
dan dilaksanakan sesua dengan ketentuan yang
telah ditetapkan;

c. Produk pelayanan diterimadengan benar, tepat,
dan sah.

Untuk mendukung keputusan tersebut Men-
teri Dalam Negeri mengel uarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomo 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penye enggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang mengatur penyederhanaan penye engge:
raan pel ayanan yang mencakup:

Pel ayanan atas permohonan perizinan dan
non perizinan oleh Perangkat Daerah Penydenggara
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) ;

a. Percepatan waktu proses penyelesaianan pela-
yanantidak melebihi standar waktu yangtelah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

b. Kepastian biayapeayanan tidak melebihi dari
ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah;

c. Kgedasan prosedur pelayanan dapat ditel usuri
dan diketahui setiap tahapan proses pemberian
perizinan dan non perizinan sesua dengan urutan
prosedurnya;

d. Mengurangi berkaskelengkapan permohonan
perizinan yang sama untuk dua atau lebih
permohonan perizinan,

e. Pembebasan biayaperizinan bagi usahaMikro
Kecil Menengah (UMKM) yangingin memulai
usahabaru sesual dengan peraturan berlaku; dan

f.  Pemberianhak kepadamasyarakat untuk mem-
peroleh informasi dalam kaitannya dengan

penyel enggaraan pel ayanan.
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Pemerkuatan Administrasi Negara

Perkembangan kehidupan masyarakat,
bangsa, dan negarayang sangat cepat mempengaruhi
perkembangankgianAdministras Negaraterutama
dalam paradigmadan ruang lingkup disiplinilmui.
Sebagai ilmuapplied sciene airan pemikiran Post
M odernismesangat kuat mempengaruhi keberadaan
IImuAdministras Negara, sehinggafokusadminis-
tras Negarayang dituj ukan kepadakegiatan apa-
ratur negaradan |lembaganegaratidak berdiri sen-
diri, namun terkait dengan kemanfataannya pada
masyarakat sebaga warganegara, pemilik, dan pe-
megang kedaulatan negara.

Masyarakat dalam konteks post modernis-
me adalah subjek dan objek pembangunan, dan
negarasebaga pengatur pembangunannya. Pemerin-
tah sebagai mangjer agent of change dituntut
mempunyal kepekaanyangtinggi terhadap perkem-
bangan lingkungan adminigtras negara. Lingkungan
networking merupakan faktor yang mempengaruhi
keberhasilan kebijakan pemerintah, sehingga
pengelolaan lingkungan dan kerjasamadengan mitra
kerjasangat penting. Hal tersebut berarti bahwa
ekologi adminigtras negaraharusdiperhatikan dalam
memperkuat kapabilitas pemerintahan.

Donald F Kettl (2000 : 1-3) menyatakan
ada6 ciri utamayang mendesak pemerintah untuk
melakukanreformas pelayanan publik sebagai aki-
bat dari tuntutan masyarakat ysang sangat cepat,
yatu:

1. Productivity ; How can governments produce
more service with less tax money?

2. Marketizations ; How can government use
market-style incentives to root out the pa-
thologies of government bureucracy ?

3. Service orientation ; How can government
better connect with citizens ?

4. Decentralization ; How can government
make programs more responsive and effec-
tive ?

5. Policy ; How can government improve its
capacity to devise and track policy ?

6. Accountability for results ; How can govern-
ments improve their ability to deliver what
they promise ?

Untuk mendapatkan suatu mode pelaya
nan primatidaklah dapat dilakukan dengan serta
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merta. Perubahan yang mendadak tidak akan men-
dapatkan hasil yang maksimal. K eadaan sekarang
memer|ukan kepedulian karenamerupakan Situas
awal yang mendorong keadaan perubahan yang
akan terjadi. Karenaitu kecermatan dalam mema-
hami keadaan sekarang untuk diberdayakan dan
mungkinjugadiinterfens dengan suatu cara (tek-
nologi) atau metode baru untuk mendapatkan hasil
yang maksmd perludiperhitungkan. Ha ini menjadi
penting karenareformas sistem pelayanan publik
ddamorganisas pemerintahan seperti modd di In-
donesiatidaklah berdiri sendiri.

Pemasalahan yang kompleksyang melipuiti
sistem yang sudah berjalan saling berkaitan antara
kebijakan makro pemerintah dengan kebijakan
mikro kebutuhan masyarakat setempat. Karenaitu
untuk mendapatkan metode pelacakan model
pelayanan primayang tepat menurut B. Guy Peters
(2001 : 3) harusdimulai dengan pemahaman:

1. Phenomena : The diagnosis of the problem.

2. Structure : How should the public sector be
organized ?

3. Management : How should the members of
the financial resources of the public sector
be controlled ?

4. Policy process : What sould the role of the
career public service be in the policy process,
and more generally how should government
seek to influence the private sector ?

Ddam menyediakan pelayanan kepadama-
syarakat Pemerintah daerah harus segerame akukan
transformasi diri dari pemerintahan birokratis
monopolistik menjadi pemerintahanwirausahayang
komptitif. Tujuannyaadd ah Pemerintah harusdapat
memberikan pelayanan primakepadamasyarakat
sehinggaterciptakepuasan pelanggan.

Lembagapemerintah harusmampu menjadi
lembagayang bertanggungjawab yang mau mem-
perhatikan kebutuhan masyarakat. Adanyaotonomi
daerah menjadikan Pemerintah Daerah sebagal pro-
motor pembangunan akan beralih fungs menjadi
fasllitator pembangunan. Pembangunan akanlebih
banyak dilakukan oleh masyarakat terutamapihak
Swastaatau duniausaha

Konsep desentralisas dan otonomi daerah
diupayakan dapat menjamin kel ancaran dan keber-
hasilan pembangunan dan pemberdayaan
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masyarakat. Karenaitu daam rangkaimplementas
desentralisas dan otonomi daerah, kapasitasdagrah
merupakan faktor srategissertapenentu dan bahkan
menjadi prasyarat bagi kinerjadan keberhasilan
implementas otonomi daerah dimasa-masamen-
datang.

Atasdasar hd-hd distasmakaperlulahdila
kukan usaha-usahauntuk meningkatkan kemampuan
(capacity building) pemerintah daerah daam rang-
kamenangkan peluang yang timbul dengan adanya
desentralisasi, serta dalam upaya meningkatkan
pel ayanan kepada masyarakat. Tentunyadisadari
bahwatidak mudah bagi pemerintah daerah untuk
mel akukan perubahan-perubahan tersebut karena
memer|ukan waktu, komitmen, vis dan mis yang
jelas sertaperangkat-perangkat pendukung lainnya.

Peningkatan dalam praktek administras ne-
garadi negarakesatuan seperti Indonesia, kapaditas
berkelanjutan desentralisasi administrasi negara
menjadi sangat penting dan strategis, karenadituju-
kan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah
daerah dalam kaitannya dengan pengembangan
kemampuan daerah otonom. Peningkatan K gpasitas
Berkelanjutan ini didasarkan kepada (1) kebutuhan
daerah; (2) keterkaitan dengan stakeholders; (3)
efektifitasdan efisend sstem dan kelembagaan; (4)
kerjasamadengan service provider; (5) keluwesan
ddamimplementas ; dan (6) evaluas berkaa.

Dengan demikian, untuk memperkuat jati diri
Administras Negaradiperlukan suatu paradigma
yang fleksibel dalam memandang fokusdan lokus
administrasi negara secara objektif dan proaktif
terhadap praktek pembangunan negara. Faktor
lingkungan merupakanfaktor kaitan yang kuat ddam
pengembangan studi administrasi negara yang
meliputi kebutuhan, networking, birokras, struktur
kelembagaan, dan kepekaan adaptasi terhadap
perkembangan.
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